
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanab Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka
ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus
digunakan, dan penambahan kegiatan baru serta
perubahan lokasi kegiatan, maka perlu melakukan
Perubaban Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tabun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020;
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Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tabun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 ten tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalarn NegeriNornor30 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tabun 2020 (8erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATITABALONGNOMOR15 TAHUN2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020.

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten TabalongTahun 2005-
2025 (LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2018
Nomor15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah KabupatenTabalong2017 Nomor02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongNomor02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongTahun 2019 Nomor04);

18. Peraturan Bupati TabalongNomor62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabalong {BeritaDaerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor62};

19. Peraturan Bupati TabalongNomor 15 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019 Nomor15);
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(2) Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dengan
sistematika :
Bab 1. Pendahuluan;
Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (TriwulanDua) tahun berkenaan;
Bab III. KerangkaEkonomidan KeuanganDaerah;
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BahV. Rencana Kerjadan Pendanaan Daerah; dan
Bah VI. Penutup

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
tertuang dalam Naskah Perubahan RKPDKabupaten Tabalong Tahun
2020.

Pasal4

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Perubahan RKPDTahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai pedoman bagi:
a. SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPDTahun

2020;
b. Penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBDTahun

2020;
c. Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBDTahun 2020.
d. Penyusunan Rencana Perubahan APBDTahun 2020.

(1) Perubahan RKPDTahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD
Tahun 2019-2024 Tahun Pertama.

Pasal3

2. Ketentuan Pasa13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan RKPDKabupaten TabalongTahun 2020 adalah merupakan
Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan yang
menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara untuk menyusun Perubahan
Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

(2) Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan
tentang perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2020.

Pasal2

1. Ketentuan Pasal 2 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berilrut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 16), diubah sebagai
berikut:

PasalI
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BERITA DAERAH KABUPATENTABAWNG TAHUN 2020 NOMOR ~

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
padatanggal

ANANG SYAKHFIANI

ttd

BUPATI T,ABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal o~ Ag<..&U\.:102o

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(3) lsi dan uraian Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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